
 
 
 
 
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2010 

TENTANG 

BENDUNGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan 

agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air 
pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 34, dan Pasal 58 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu 
membentuk waduk yang dapat menampung air; 

b.  bahwa waduk selain berfungsi menampung air dapat pula untuk 
menampung limbah tambang (tailing) atau menampung lumpur dalam 
rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup; 

c.  bahwa untuk membentuk waduk yang dapat menampung air, limbah 
tambang (tailing), atau lumpur, perlu membangun bendungan; 

d.  bahwa untuk membangun bendungan yang secara teknis dapat 
berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan sekaligus dapat 
menjamin keamanan bendungan, perlu pengaturan mengenai 
bendungan; 

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Bendungan; 

 
Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BENDUNGAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau 

pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula 
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dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung 
lumpur sehingga terbentuk waduk. 

2.  Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 
3.  Bangunan pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara 

fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan. 
4.  Kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau 

bangunan pelengkapnya dan/atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya 
bendungan. 

5.  Pengamanan bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk 
mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. 

6.  Pemilik bendungan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas pembangunan 
bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. 

7.  Pembangun bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik 
bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik 
bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan. 

8.  Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik 
bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik 
bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya. 

9.  Unit pengelola bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari Pengelola 
bendungan yang ditetapkan oleh Pemilik bendungan untuk melaksanakan pengelolaan 
bendungan beserta waduknya. 

10. Instansi teknis keamanan bendungan adalah instansi yang bertugas membantu 
Menteri dalam penanganan keamanan bendungan. 

11. Unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan adalah unit yang dibentuk untuk 
memberikan dukungan teknis kepada instansi teknis keamanan bendungan. 

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
sumber daya air. 

14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 

15. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berisi upaya 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas dokumen analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. 

 
Pasal 2 

(1) Pengaturan bendungan dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan 
bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib 
dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan teknis, kelayakan 
ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan bendungan. 

(2) Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan 
fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi 
pengamanan tampungan limbah tambang (tailing) atau tampungan lumpur. 
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Pasal 3 

(1) Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi pengaturan pembangunan bendungan 
dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. 

(2) Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.  bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur dari dasar fondasi 

terdalam; 
b.  bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter 

diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan: 
1.  panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter; 
2.  daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; atau 
3.  debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter 

kubik per detik; atau 
c.  bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang 

didesain menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai kelas 
bahaya tinggi. 

 
BAB II 

PEMBANGUNAN BENDUNGAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 4 

(1) Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. 
(2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk penyediaan air 

baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga 
air. 

 
Pasal 5 

Pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing) dan 
penampungan lumpur mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. 
 

Pasal 6 

Instansi pemerintah atau badan usaha dalam melaksanakan pembangunan bendungan 
wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang 
bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
 

Pasal 7 

Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 
meliputi tahapan: 
a.  persiapan pembangunan; 
b.  perencanaan pembangunan; 
c.  pelaksanaan konstruksi; dan 
d.  pengisian awal waduk. 
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Bagian Kedua 
Persiapan Pembangunan 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 8 

(1) Pembangunan bendungan untuk pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan 
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang 
bersangkutan belum ditetapkan, pembangunan bendungan disusun berdasarkan 
ketersediaan dan kebutuhan air pada wilayah sungai dan rencana tata ruang pada 
wilayah sungai yang bersangkutan. 

 
Pasal 9 

(1) Dalam rangka pembangunan bendungan diperlukan izin penggunaan sumber daya air. 
(2) Bendungan penampung limbah tambang (tailing) yang tidak memerlukan sumber daya 

air dan bendungan penampung lumpur tidak memerlukan izin penggunaan sumber 
daya air. 

 
Paragraf 2 

Izin Penggunaan Sumber Daya Air 
 

Pasal 10 
(1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

diberikan oleh: 
a.  Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, 

wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 
b.  gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas 

kabupaten/kota; dan 
c.  bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu 

kabupaten/kota. 
(2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

berdasarkan permohonan dari Pembangun bendungan. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. 
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokumen: 

a.  permohonan izin penggunaan sumber daya air; 
b.  identitas Pembangun bendungan; dan 
c.  izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi teknis 
dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai 
yang bersangkutan. 

 
Pasal 11 

(1) Berdasarkan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan keputusan untuk 
memberikan izin atau menolak permohonan izin. 
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(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota memberikan izin penggunaan sumber daya air. 

(3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis. 

 
Pasal 12 

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat: 
a.  identitas Pembangun bendungan; 
b.  lokasi penggunaan sumber daya air; 
c.  maksud dan tujuan pembangunan dan pengelolaan bendungan; 
d.  jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun; 
e.  volume air dan/atau jumlah daya air; 
f.  rencana penggunaan sumber daya air; 
g.  ketentuan hak dan kewajiban; dan 
h.  jangka waktu berlakunya izin. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipertimbangkan 
berdasarkan rencana keuangan investasi pembangunan bendungan dan pengelolaan 
bendungan beserta waduknya. 

 
Pasal 13 

(1) Jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf h dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara 
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah mendapat izin penggunaan 
sumber daya air, Pembangun bendungan harus mengajukan permohonan persetujuan 
prinsip pembangunan. 

 
Bagian Ketiga 

Persetujuan Prinsip Pembangunan 
 

Pasal 14 

(1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan oleh Pembangun bendungan kepada: 
a.  Menteri untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas provinsi, 

wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 
b.  gubernur untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas kabupaten/ 

kota; dan 
c.  bupati/walikota untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai dalam satu 

kabupaten/kota. 
(2) Persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setelah Pembangun bendungan memperoleh izin penggunaan sumber daya air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

 
Pasal 15 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen: 
a.  permohonan persetujuan prinsip pembangunan; 
b.  identitas Pembangun bendungan; dan 
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